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Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial

A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial melalui jalur pendidikan telah memasuki
wilayah aksi nyata, di samping tetap menjadi adagium penting di
kalangan filosuf. Apa yang tampak di lingkungan membuktikan
betapa pendidikan mempunyai kontribusi cukup penting dalam proses
perubahan. Contoh klasik yang dapat disebut adalah peran Sockarno,
Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan seorang ulama, Haji Mas Mansur, dalam
mempersiapkan dan menentukan pilihan Indonesia merdeka. Dalam
perjalanan sejarah, mereka mengawal, mempertahankan dan mengisi
kemerdekaan.' Tokoh-tokoh ini adalah kalangan terdidik pada masanya
yang berusaha memerankan diri dalam proses-proses perubahan yang
dikehendaki oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dr. Wahidin Soediro
Husodo adalah tokoh lain yang datang sebelum Soekarno-Hatta. Melalui
peran yang ditampilkannya —dengan didirikannya Budi Utomo (20 Mei
1908)- Indonesia menandai adanya masa kebangkitan.

Para filosuf tidak kalah pentingnya dipandang sebagai pembawa perubahan
di dunia. Pandangan ini diungkapkan oleh Karl Marx: “Die Philosophen
haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie
zu verdndern® (dalam memandang dunia, para filosuf hanya berbeda dalam
melakukan interpretasi, namun tergantung pada merekalah perubahan dunia
ini). Adagium itu diabadikan sebagai prasasti yang terpampang besar di pintu
masuk salah satu gedung tua (alte Gebeude) Humbold Universitdt Berlin di
Jjalan Unter den Linden. Di tempat ini, Karl Marx pernah menjadi mahasiswa
dan mengajar. Maksud dikemukakannya adagium itu adalah agar orang-orang
yang terlibat dalam pendidikan mempunyai semangat dan kesadaran untuk

selalu melakukan perubahan penting di dunia, walaupun terdapat perbedaan-
perbedaan di antara mereka.*

Perubahan bisa dilakukan dengan cara revolusi (secara pelan dan
sistematis) maupun evolusi (secara cepat dan radikal). Namun, apa
yang terpampang di pintu gerbang Melbourne University menunjukkan
bahwa perguruan tinggi ini memproklamirkan diri sebagai lembaga
perubahan yang memilih jalur evolusi. Adagium “The Evolution
Starts Here” sebagaimana pada gambar di bawah diharapkan mampu
memberikan citra dan semangat perubahan melelui jalur pendidikan.

I Soekito dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir, (eds.). Cendekiawan dan Politik (Jakarta:
LP3ES, 1984), xvi.
2 (Noer, 1996: 84-85).
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Tulisan in1 akan diawali dengan pemaparan konteks sosio-historis
orientasi pendidikan untuk dapat memetakan perubahan orientasi
pendidikan yang terekam dalam lintasan sejarah berbagai bangsa.
Setelah itu, studi dilanjutkan dengan keterkaitan antara perubahan sosial
dengan lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan
gambaran letak lembaga pendidikan dalam suatu proses perubahan.
Refleksi dialektis untuk menilai dan menganalisa tantangan lembaga
pendidikan Islam di era yang berubah diperlukan untuk mendapatkan
pandangan inti dari kajian ini. Di bagian akhir, ada beberapa pandangan
dan tawaran berkaitan dengan solusi permasalahan pendidikan Islam
masa depan.

B. KONTEKS SOSIO-HISTORIS ORIENTASI PENDIDIKAN

Dalam perspektif historis, orientasi dan tujuan pendidikan itu
berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Masing-masing
masa mempunyai ciri khas dan orientasi yang berbeda sesuai dengan
kondisi perkembangan dan tantangan zamannya. Pada zaman Mesir
purba yang telah mengenal peradaban tinggi, tujuan pendidikannya
diorientasikan pada nilai kesusilaan dan keagamaan yang bermuara
pada i’tikad untuk berbakti pada dewa-dewa.’ Namun, yang
menyelenggarakan pendidikan bukanlah negara dan masyarakat luas
seperti sekarang ini, tetapi para pendeta. Hanya prajurit dan pendetalah
yang bisa menikmati pedidikan.

Di India pada masa kuno, terdapat kemiripan dengan Mesir dari sisi
menomorsatukan pengajaran agama dan penyelenggara pendidikannya,
yaitu mereka yang menduduki kasta tertinggi (Brahmana). Kasta yang
terendah tidak mendapatkan pendidikan, hanya tiga kasta pertama yang
mendapatkan pendidikan, yaitu Brahmana, Ksatria dan Waisya.® Di
sini, terdapat perbedaan yang jelas: siapa yang berhak mendapatkan
pendidikan. Pendidikan tidak diperuntukkan bagi semua orang dan
diarahkan pada kepentingan pembinaan keagamaan. Perubahan orientasi
terjadi di India ketika Rabindranath Tagore (1861-1941) melakukan
usaha-usaha perubahan pendidikan untuk mewujudkan persaudaraan
sedunia dengan tanpa mengenal perbedaan kasta, warna kulit, bangsa,
dan agama.

* L. Djumhur dan H. Danasaputra, Sejarah Pendidikan (Bandung: t.t.), 4.
4 Ibid., 5.
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Lain halnya dengan apa yang terjadi di Cina pada zaman purba.
Masalah-masalah pendidikan tidak dihubungkan dengan agama, tetapi
tradisi dan kehidupan praktis. Bukan kuil atau institusi keagamaan
yang diutamakan, melainkan negara. Bukan pendeta yang dihormati,
melainkan leluhurnya. Sejak 2200 sebelum Masehi, negara (kerajaan)
dan keluarga telah menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan mereka
ditujukan untuk mendidik kepala-kepala keluarga yang baik, suami
yang setia, anak yang patuh, pegawai-pegawai yang rajin, warga negara
yang jujur dan rela berbakti, raja-raja yang arif-bijaksana, dan tentara
yang gagah berani. Dengan begitu, pendidikan mereka diarahkan pada
kepentingan praktis dan pragmatis. Sampai sekarang pun dampaknya
masth bisa dilihat, terbukti banyak orang Cina yang tidak menempatkan
agama sebagai unsur penting dalam pendidikan. Ketika studi di
Jerman (1997-2003), penulis sering bertukar fikiran dengan beberapa
mahasiswa dari Cina. Pendapat mereka menunjukkan penolakan akan
perlunya agama dalam kehidupan ini.

D1 dataran Eropa, khususnya Yunani pada zaman purba (+ tahun
900 SM) yang pusat kebudayaanya ada di kota Sparta, pendidikan
ditujukan untuk membentuk serdadu-serdadu pembela negara.” Anak
adalah milik negara dan pendidikan diselenggarakan oleh negara. Hanya
warga negaranya saja yang berhak mendapatkan pendidikan. Anak-anak
yang sudah berumur tujuh tahun dimasukkan ke dalam asrama negara.
Apa yang terjadi di Romawi, pada awalnya, tujuan pendidikannya
sama dengan di Yunani, terutama ketika Romawi berusaha memperluas
wilayahnya. Pendidikan ditujukan untuk membentuk manusia yang
selalu siap berkorban membela kepentingan tanah airnya dan diutamakan
untuk membentuk warga negara yang cakap sebagai tentara. Baru
setelah filsafat Epicurisme yang dikembangkan oleh Epicuros (341-270
SM) dan filsafat Stoa yang dikembangkan oleh Zeno (336-264 SM),
orientasi pendidikannya berubah dari yang mengedepankan nilai-nilai
kepahlawanan ke nilai kemanusiaan.

Munculnya Kristen di dataran Eropa memberikan warna baru.
Kebudayaan Yunani-Romawi berangsur-angsur mendapatkan pola baru
dan cap kebudayaan Nasrani. Orientasi pendidikan yang diarahkan
pada nilai-nilai agama mendapatkan momentum kembali. Pandangan
pentingnya adalah bahwa tujuan hidup manusia tidak terletak di dunia

* Ibid, 24.
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fana ini (diesseitig), tetapi alam baka kelak (jenseitig). Agama, Khususnya
Kristen Katholik, menjadi pusat segala pengajaran dan pengetahuan,
Sampai datangnya zaman Renaissance (+1450-1600), yaitu kelahiran
kembali kebudayaan klasik. Orang-orang berorientasi kembali ke bahasa
Latin dan Yunani serta filsafatnya.® Dengan cara itu, diharapkan orang bisa
terlepas dari ikatan abad pertengahan yang mementingkan sisi Jenseitigkeit
dari pada Diesseitigkeit. Cita-cita untuk menjadi pendeta ditinggalkan dan
cita-cita manusia diarahkan ke masa jayanya Republik Romawi yang
mendorongnya mempelajari pelbagai pengetahuan. Aliran humanisme
lebih mendominasi daripada paham yang menempatkan pentingnya agama.
Ukuran kebenaran dan keindahan dicari dan didapatkan pada manusia,
Tuhan sebagai pusat norma tertinggi ditinggalkan.

Zaman Renaissance yang mengedepankan sisi humanisme ini
akhirnya ditindaklanjuti oleh aliran Realisme pada tahun 1600. Aliran
baru ini mengarahkan perhatian pada dunia nyata: kepada alam dan
benda-benda sebenarnya yang memunculkan ilmu-ilmu kealaman.
Pendidikan berorientasikan kepada nilai keagamaan semakin
dipinggirkan dengan munculnya gerakan pencerahan (Auwfkldrung)
pada abad ke 18. Pada abad ini manusia ingin bebas dari ikatan gereja,
tradisi, dan dari absolutisme negara. Manusia percaya pada akal budinya.
Karena itu, abad ini disebut juga dengan abad rasionalisme. Negara
dituntut untuk menyelenggarakan pengajaran yang lepas sama sekali
dari pengaruh gereja. Gerakan yang akhirnya memunculkan paham
sekularisme memisahkan antara urusan agama dan bukan agama.

Di Indonesia, pada zaman penjajahan, pendidikan ditujukan
untuk kepentingan praktis pragmatis, yaitu untuk memenuhi
kebutuhan pegawai yang diperlukan oleh pihak penjajah.” Pendidikan
yang berorientasi kepada kepentingan religius dilakukan secara
tidak resmi dalam bentuk kursus-kursus ataupun dilakukan oleh
organisasi-organisasi keagamaan yang tidak mendapatkan subsidi dari
pemerintahan Belanda. Namun begitu, ada pula sekolah-sekolah agama
yang mendapatkan subsidi Belanda, tetapi lebih banyak diorientasikan
pada sekolah-sekolah Kristen sebagai usaha mengkristenkan kaum
pribumi. Di antara sekolah agama yang mendapatkan subsidi dari

6 Ruggiero Romano dan Alberto Tenenti (ed.), Welt Geschichte, Die Grundlegung der
modernen Welt, Spatmittelalter, Renaissance, Reformation (Ausburg, 2000)/

7 1.S. Furnivall, Netherlands India. (Cambridge at the University Press, 1975); Furnivall,
Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India (New
York University Press, 1956).
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Secara esensial, pernyataan pada Kkutipan di atas dapg
dibenarkan. Namun, dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya orang
yang menyeberangi sungai dua kali, seperti digambarkan filosuf Yunap;
Heraclitus, adalah “orang” dan “sungai” yang sama; yang diseberangi
pada dua kesempatan berbeda. Terdapat hal-hal yang sama secarq
kualitatif pada diri orang yang menyeberangi sungai itu. Misalnys
kenyataan bahwa orang tersebut akan basah kakinya ketika menyeberang
dalam dua kesempatan berbeda. Yang berbeda adalah tingkat atay
kuantitas air yang membasahi kaki orang yang menyeberang. Dengan
demikian, terdapat sisi perubahan secara kuantitatif berupa peningkatan
atau increase (auxesis) dan penurunan atau decrease (phthisis)."

Kuantitas perubahan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan
Aristoteles ketika menjelaskan cakupan perubahan. Ia berpendapat
bahwa perubahan itu mencakup empat hal:

“Change (metabolé) is either (1) of substance, viz. coming to be (genesis) and

ceasing to be (phthora); or (2) of quality, viz. alteration (alloiosis); or (3) of

quantity, viz. increase (auxéesis) and decrease (phthisis); or (4) of place, viz.
locomotion (phora). 2

Perubahan itu mencakup subtansi isi, kuaalitas, kuantitas, dan
lokasi atau tempat dari suatu hal. Dalam hal substansi, perubahan
dapat mengarah pada “menjadi sesuatu” atau justru “menjadi tiada”,
Sedangkan perubahan dalam hal kualitas dapat berupa pengembangan.
Perubahan secara kuantitas dapat mengarah pada peningkatan, atau
bahkan penurunan. Perubahan juga dapat berkaitan dengan lokasi atau
posisi suatu hal.

Pertanyaan yang perlu diajukan dalam kaitannya dengan lembaga
pendidikan adalah di posisi manakah lembaga pendidikan akan
berubah? Apakah pada sisi substansi, kualitas, kuantitas atau bahkan
pada sisi gerak dan langkah lembaga ke tingkat dan suasana berbeda?
Lebih konkritnya, pertanyaan dapat dikemukakan: mampukah lembaga
pendidikan menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat? Apakah
lembaga pendidikan satu-satunya institusi yang dapat mengantarkan
anak ke arah kedewasaan dan kemandirian? Apakah sekolah justru
berperan sebagai lembaga pewarisan nilai, idiologi dan arah politik
tertentu yang kebebasan dan ruang publiknya semakin sempit?

"' J.AK. Thomson, Aristotle Ethics (London: Penguin Book, 1976), 355.
12 Ibid., 355.
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Mampukah lembaga pendidikan menjadi tempat tumbuh kembangnya
pengetahuan dan teknologi; atau justru sebagai lembaga penghambat
kemajuan karena pilihan pada posisi mempertahankan kualitas dan
kuantitas tradisional? Mampukah sekolah menjadi jembatan untuk
menuju kemakmuran penduduk; atau sebaliknya, justru menciptakan
pengangguran terdidik, karena bidang keilmuan dan profesionalitasnya
tidak sesuai dengan tuntutan lapangan kerja, sehingga berujung pada
pemiskinan umat? Pertanyaan-pertanyaan di atas, kalau ditelusuri akar
cakupan perubahan sebagaimana pendapat Aristoteles, akan dapat
menunjukkan letak lembaga pendidikan di tengah perubahan.
Permasalahan berkaitan dengan eksistensi lembaga pendidikan di
masyarakat, misalnya, ternyata di kalangan masyarakat sendiri terdapat
pertanyaan bernada skeptis akan eksistensi dan peran yang ditampilkan
dalam mendidik anak, di samping pengakuan akan peran strategis
sekolah yang diwujudkan dengan adanya ketaatan memasukkan anak
ke berbagai lembaga pendidikan. Salah satu contoh pandangan skeptis
adalah apa yang dipertanyakan Torsten Husén dalam bukunya 7he School
in Question (1976). Buku yang membidik permasalahan kaitan antara
sekolah dengan masyarakat Barat ini di antaranya mempertanyakan, “has
the school the right to educate?” Husén"” merangkum pendapat skeptis
Carl Bereiter (1973) dalam bukunya Must We Educate? sebagai berikut:

“He doest not question the necessity of having an institution that provides
basic skill and knowledge. He does question, however, the right of the school
to ‘educate’, to impose on all children the prevailing the mode of behavior and
valuation. Such claims are not compatible with the ethos of free, pluralistic
society. The salient feature of the school in modern society is the prerogative
of the state to provide an education which leaves no room for young people to
try out their own ways and to learn from their own mistakes”.

Yang dipertanyakan Bereiter adalah hak istimewa sekolah
untuk menanamkan nilai dan prilaku tertentu pada semua anak. Hal
ini, menurut Bereiter, tidak sesuai dengan semangat kebebasan dan
kondisi masyarakat plural. Negara memang mempunyai hak prerogratif
atas tersedianya pendidikan. Namun, yang perlu ditekankan dalam
pandangan Bereiter adalah kesempatan bagi anak didik untuk berlatih
sesuai dengan cara yang mereka pilih dan untuk belajar dari kesalahan
sendiri.

* Torsten Husén, The School in Question (New York, 1979), 34.
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Apa yang tertuang dalam pandangan Bereiter di atas mewakil;
mereka yang ingin mempertanyakan peran lembaga pendidikan dalam
masyarakat. Berbeda dengan ini, Bowles dan Gintis (1976) memandang
pentingnya lembaga pendidikan khususnya di masyarakat yang telah
digempur dengan kepentingan dan suasana kapitalis.

“The formal system of schooling, according to the correspondence principle,
is set up in order to reproduce the existing social and economic order, The
schools are organized in the same way as modern corporations with the purpose
of ‘educating’ young people to become disciplined and docile workers, The
school, then, exist to prepare young people for their future roles in the capitalist
economy. They are sorting and sifting institutions which distribute status. The
‘technocratic-meritocratic’ ideology of equal educational opportunity serves as
a kind of opium for the people”.'

Gagasan di atas mewakili ilmuwan kelompok Neo-Marxist's
yang memandang bahwa lembaga pendidikan mempunyai peran untuk
mendidik anak menjadi pekerja handal dan disiplin. Hal ini sejalan
dengan ciri masyarakat kapitalis modern. Perusahaan-perusahaan juga
mempunyai kepentingan untuk itu. Dengan demikian, keberadaan
sekolah dibutuhkan dalam rangka untuk mempersiapakan peran mereka
di tengah masyarakat yang berciri ekonomi kapitalis.

Pendidikan akan mengarahkan anak didik ke berbagai status sosial
yang berbeda. Pandangan akan pentingnya kesamaan dalam mendapatkan
kesempatan pendidikan dianggap hanya sebagai opium for the people.
Oleh karena itu, menurut kelompok ini, bukan kesamaan mendapatkan
pendidikan yang menjadi masalah, tetapi perbedaan keterampilan anak
didik yang dapat diserap oleh kepentingan pasar pada akhirnya nanti.
Dalam hal ini, lembaga pendidikan harus dapat menempatkan diri pada
posisi pemberian bekal anak didik, sehingga ia mampu terserap dalam
konteks kehidupan sosial ekonomi yang akan berubah.

Perubahan pada tataran isi, substansi, dan lokasi lembaga
pendidikan memang akan berimplikasi pada banyak hal. Tentunya
lembaga pendidikan harus dapat merespon dan menempatkan diri
pada posisi yang tepat. Banyak tantangan sosial yang d1hadap1 |
lembaga pendidikan. Tidak saja pada peran dan eksistensinya di tengah
masyarakat, tetapi juga kaitannya dengan politik, 1d1010g1 ) |
nilai, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologt, md"
masalah kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.

14 Ibid., 28.
15 Ibid., 27-28.
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ini menghadapkan pada pilihan dilematis: antara berorientasi pada
arah kultural Eropa atau kepentingan preservasi nilai dan tradis;
Islam Mekkah. Dahulu telah dibuktikan oleh sejarah bahwa Turkj
telah mempunyai kekuatan, kekuasaan, dan peradaban besar dengan
mengedepankan nilai dan peradaban Islam.

Bassam Tibi, Ilmuwan politik Jerman yang dilahirkan dj
Damaskus tahun 1944, mengulas begitu detail masalah di atas dalam
bukunya Aufbruch am Bosporus: Die Tiirkei zwischen Europa und dem
Islamismus (1998). Inti buku ini menggambarkan kondisi Turki saat
ini yang berada di bawah bayang-bayang kebesaran warisan Islam saat
Turki Usmani jaya dan pengaruh kemajuan masyarakat ekonomi Eropa,
Ketika pilihan dijatuhkan padaarah sekularisasidan westernisasi, sebagai
reaksi atas dominasi Eropa, maka tentu mempunyai implikasi pada
redupnya bayang-bayang kemajuan zaman Turki Usmani. Oleh karena
itu, perubahan orientasi politis kultural ini akan banyak mempengaruhi
corak dan sistem pendidikan Islam yang akan diterapkan.

Dilema dalam menentukan pilihan corak pendidikan Islam bagi
masyarakat Turki lebih tampak lagi ketika kenyataan menunjukkan
bahwa banyak di antara mereka yang bermigrasi ke berbagai negara
maju di Eropa. Keberadaan mereka di tengah mayoritas Kristen Eropa
mengharuskan untuk berhadapan dengan kultur berbeda, tuntutan
ekonomi yang jelas, serta kondisi masyarakat yang lebih heterogen dan
plural. Tradisi dan nilai Islam menjadi taruhan bagi mereka: haruskah
nilai dan tradisi Islam diwariskan pada generasi penerus di tengah
mayoritas masyarakat Barat yang Kristen? Ataukah mereka bebaskan
generasi penerusnya berintegrasi dengan budaya dan kultur Eropa?

Pilihan melanjutkan tradisi Islam, nampaknya dilembagakan
dalam bentuk pendidikan Islam formal dan informal. Pada wilayah
formal inilah tantangan konkrit mucul. Fasilitas yang akan dibangun,
seperti berupa masjid atau sekolah, ternyata tidak begitu mudah untuk

mendapatkan 1jin. Padahal banyak kalangan yang akh1rnya berhas"f
mendapatkan 1jin. ,

Tantangan lam adalah ‘haruskan pendldlkan Islam te

untuk mengajarkan etika dari pada pelajaran agama
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